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PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH
Pada Prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undamigum No. 1

Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan.ke&kebagaimana
diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tenpemgawinan dalam
Pasal 1 sebagai berikutPerkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatni dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia ddalkberdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Es#).Karena itu, penjelasan umum, poin 4 huruf
(e) menyatakan: Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka ddgeundang ini
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya paiea. Untuk
memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasatertes serta harus
dilakukan di depan sidang Pengadilah.Sebagaimana dalam Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawlrebunyi:
1) ’Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidangn&adilan

setelah  Pengadilan yang bersangkutan berusatmatidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasamwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagaimsusteri.”*

! Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.
ke-3, 1998, him. 268

2 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Isldfimpunan Peraturan
Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agaha&arta: 2001, him. 131

% Ibid, him. 151

*Ibid, him. 140



Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga menyebutkahwaa
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidanggd@dan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dark tigerhasil
mendamaikan kedua belah piltak.

Perceraian atau thalak dalam Hukum Islam pada ipnya
dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat RalkaluSAW, bahwa thalak
atau perceraian adalah perbuatan yang halal ydimg pibenci oleh Allalf.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdlbaln Umar :

s le 4 o i (1505 06 018 Hlagle i) om) S o 4l 22 (2
(A‘ALAUQJJJ\J_%‘ D‘JJ)-SM‘;\\\ (_Al dm‘ 5, ;i‘
Artinya: “Dari Abdillah Ibn Umar ra berkata, bahwa RasuluhaSAW

bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oldlah Azza
wa Jalla adalah thalak”(HR. Abu Daud dan Ibn MajaH)

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagaitiipdarurat”
yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupanhrdamgga tidak dapat
lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannyainya sebagai
alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebetenadinya thalak atau
perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian akediaa belah pihak,
seperti melalui hakam dari kedua belah pifaRebagaimana firman Allah

SWT dalam surat An-Nisaa’ ayat 35:

@M e Q. A SHhEes qHANHE ZLIANOX Ju |
B3O ¢RAD> AHa a0 6 QOB & RO O
O AN 2O S I XS o POYERQ

®> Mahkamah Agung RKompilasi Hukum Islamlakarta: 2001, him. 33

® Ahmad Rafigop. cit.,him. 268.

" Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Beirut: DaKatub al-iilmiyah, 1996, him.
120. Abi Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qazwa&unan Ibn MajahJuz-1, Beirut-Libanon:
Daarul Fikri, 1995, him. 633

8 Ahmad Rafiq loc. cit.,him. 269.
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keludedalaki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jikauearang
hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaljah A

memberi taufik kepada suami-isteri itu. SesunggahAjtah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisaa') 35

Selama masih ada jalan untuk mewujudkan kembalingaua
sakinah, sedapat mungkin perceraian harus dihitd@Pemerintah RI
berupaya sedemikian rupa agar perceraian dalam hrularagga dapat
dihindari. Terbukti dengan dibuatnya Peraturan Renad No. 9 tahun
1975, pada Pasal 19 disebutkan alasan-alasan yantpbumat perceraian
terjadi yaitu:

a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, gempenjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamada)( tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa aayang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)n atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan bgslamy.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamalyerat yang

membahayakan pihak lain.

° Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Penta$i@uran, Al-Quran Dan
TerjemahnyaSemarang: PT. Karya Toha Putra , 1989, him. 123

19 Tim DitbinbaperaBerbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Isldakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 1993, him. 66



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau perdeifan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai satauiistri.
f.  Antara suami istri terus menerus terjadi persdisidan pertengkaran

dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rutaatyga:*

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 1&6gdn

rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anaiagyatitu:

g. suami melanggar ta’lik thalak

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan itegad
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarnegara sebagai dganb
peradilan yang berwenang menyelesaikan perkaraatgeumat Islam di
wilayah Banjarnegara telah menangani perkara pEeseperceraian
keluarga di Banjarnegara dengan berbagai macananaldslalamnya.
Dalam konteks inilah penulis mencoba membahas sakth alasan
diperbolehkannya perceraian, yakni dengan mersaitih satu putusan PA
Kelas 1A Banjarnegara. Tertuang dalam putusan PASKEA Banjarnegara
No: 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba.

Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 Igcrudan
Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (c) telalagemenyatakan alasan
yang membuat perceraian terjadi yaitu salah satakpmendapat hukuman
penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebihtbegtelah perkawinan

berlangsung. Sedangkan dalam perkara ini, alaseokpzerai gugat adalah

M Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islaencit, him. 164
12 Mahkamah Agung Ripp. cit.,him. 33



bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat langditenggkap Polisi karena
terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai peikadiputus Tergugat
berada di LP. Purwokerto, lama waktu Tergugat dgrardilihat dari duduk
perkara yaitu 6 bulan.

Bila diamati kasus posisi di atas, maka jelas b&tegan dengan
Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 fo)rdan Kompilasi
hukum Islam Pasal 116 huruf (c) yang menyatakamhsaatu pihak
mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukwaag lebih berat
setelah perkawinan berlangsung, sedangkan dalaosgrutPA Kelas 1A
Banjarnegara No: 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba. Di dalasita menyebutkan
lama waktu dipenjara Tergugat adalah 6 bulan, atetapi Hakim
mengabulkan cerai gugat tersebut.

Menarik dalam putusan ini untuk dibahas mengenkhiapa yang
mendasari Hakim PA Kelas 1A Banjarnegara dalam nwgskan perkara
tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengaatgéebuah kasus tentang
bagaimana pertimbangan Hakim PA Banjarnegara sghirigrkabulnya
perkara cerai gugat karena suami dipenjara 6 blatuk lebih jelasnya
akan penulis susun dalam bentuk skripsi denganl jdtRCERAIAN
KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA (Studi Putusan Pengéah

Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba).



RUMUSAN MASALAH
Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahaskuh gkripsi

di atas, maka penulis perlu merumuskan dan memipgasasalahan. Dari

beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapatudkan sebagai

berikut:

1. Bagaimana analisis putusan perkara perceraian &aneami dihukum
Penjara (Putusan Pengadilan Agama Banjarnegaral®48/ Pdt.G/
2011/ PA.Ba) ?

2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memuieikara
perceraian karena suami dihukum Penjara (PutusagaBgan Agama

Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)?

TUJUAN PENULISAN SKRIPSI
Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tpgrulisan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis putusan perceraian kaseaani dihukum
Penjara  (putusan  Pengadilan @ Agama  Banjarnegara
1648/Pdt.G/2011/PA.Ba).

2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalamemutus
perkara perceraian karena suami dihukum Penjatag®u Pengadilan

Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba).

No.



TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitismaka dalam
telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberskripsi yang
mempunyai tema sama mengenai perceraian tetapi pgbeifs
pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamaialis pkarya ilmiah
yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judkhususnya di Fakultas
Syariah. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul‘Cerai Gugat Karena Suami Menderita
Stroke (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadigama Rembang No.
318/PDT.G/2003)" Disusun oleh Siti Sangadah mahasiswi Fakultas
Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi imasil analisis dari
peneliti menunjukkan bahwa dasar hukum yang digamakalam putusan
Pengadilan Agama Rembang No. 318/PDT.G/2003 telahas, rujukannya
yaitu pendapat para ahli hukum Islam yang terma#nd beberapa kitab.
Dasar hukum tersebut sudah sesuai karena cacapatgakit merupakan
alasan diperbolehkannya melakukan fasakh nikahar@g@n dasar hukum
positif yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (eNBP9 tahun 1975. Pasal
ini telah sesuai karena sebagaimana permasalahag tgmjadi bahwa
Tergugat menderita stroke sehingga tidak dapat ataeran kewajibannya
sebagai suami isteri.

Skripsi yang berjudutPerceraian Atas Dasar Kemandulan Istri
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyoldllo:

828/Pdt.G/2003/PA.Bi)" Disusun oleh Ninik Handayani Mahasiswi



Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalamipsk ini, hasil
analisis dari peneliti menunjukkan bahwa putusarkiidaPengadilan
Agama Boyolali No: 828/Pdt.G/2003/PA.Bi kurang memyatikan faktor
sosiologis sehingga putusan kurang mencerminkankeadilan bagi salah
satu pihak (termohon). Faktor tidak adanya ketun(kamandulan) sebagai
dasar kuat permohonan cerai thalak tidak dibuktikeglalui keterangan
dokter spesialis (medis). Disisi lain Hakim tidakemmberikan alternatif
penyelesaian untuk menghindarkan terjadinya peeseraeperti poligami
atau adopsi.

Skripsi yang berjudul“Sodomi Sebagai Alasan Perceraian
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor:
1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)” Disusun oleh M. Muinnudin Mahasiswa
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkasil analisis,
peneliti berkesimpulan bahwa putusan Hakim sud@iasedengan hukum
Islam karena dalam hukum Islam tidak menghenda&nya kemadharatan
dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dpsaimbangan
hukum yang dipakai oleh Hakim adalah masalah pgkeman terus
menerus yang disebabkan karena sodomi, Hakim marikdas pada Pasal
39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawjoa®asal 19 PP No. 9
tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yang berbunyitukl melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarai slan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran idak tidda harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim didajaenistiwa bisa juga



mendasarkan terhadap masalah penganiayaan dankpesghksualnya,
sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 116(@udain (e) KHI.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan djatbokus
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumngang menjadi
perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkatapgzertimbangan Hakim
yang mengabulkan perkara perceraian karena suanikuwn penjara. Oleh
karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauhadap putusan Pengadilan
Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentgerceraian

karena suami dipenjara.

E. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalankumgmperoleh
kembali pemecahan terhadap segala permasalahadal@nnya dibahas
metode-metode yang merupakan pendekatan prakémdsdtiap penelitian
ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi aetipenelitian
mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diiagi® Adapun metode
yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiakughen
(library research), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen
dari sebuah produk pengadilan yang disebut putudalam hal ini

berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Bagara No.

13 p. Koko SubagyoMetode Penelitian Dalam Teori Dan Praktelakarta: PT Rineka
Cipta, 1991, him. 2



10

1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perkara perceraiarena suami
dipenjara. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalpemelitian adalah
PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA (Studi
Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 164G/R0tL1/Pa.Ba).
2. Sumber Data
Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelnisadalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dar
subyek penelitian dengan mengenakan alat pengulatean alat
pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumiirenasi
yang dicari* Dalam hal ini adalah putusan Hakim Pengadilan
Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewak péia,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjekelitiannyd?
Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah selbalfan hukum
yang bersumber pada buku-buku maupun hasil kanya yiang
subtansi bahasannya berhubungan dengan data primer.
3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

14 saifuddin AzwarMetode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-3, 2001,
him. 91.
% bid, him. 91
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Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hali ata
variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar sdhagainy&’
Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan mga
Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

b. Metode Interview

Metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan
seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, manoceindapatkan
keterangan atau pendirian secara lisan dari seoresgonden,
dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan drahg
Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Ketua Majglang
menangani perkara tersebut guna mendapatkan irgorgang
dibutuhkan mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama
Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

4. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan upaya pencarian dan mesetara
sistematis catatan hasil observasi, wawancara, ldemmya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yhigdjti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi ordng.
Proses analisis data dalam penelitian ini menggamaketode

analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalproses analisis

6 Suharsimi Arikunto,Prosedur PenelitianJakarta: Bina Aksara, Cet. ke- 4, 1987,
him. 188.

7 Koentjaraningrat,Metode-metode Penelitian Masyarakakakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, Cet. ke-8, 1994. him.129.

18 Noeng Muhadijir,Metodologi Penelitian Kualitatjf Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet.
ke-7, 1996, him.104.
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yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidadditiatif. Kaidah
deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakulanatdap seluruh data
yang telah didapatkan dan diolah yang kemudiar haslisa tersebut
disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidahdifadalah bahwa
proses analisis tersebut ditujukan untuk mengenkzam¢eori dengan
jalan membandingkan teori bandingan dengan tujnéikumenemukan
teori baru yang dapat berupa penguatan terhadaplaewa, maupun
melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakaumsrstatistik?
Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendesiken dan
menganalisis secara sistematis terhadap putusan dasar
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarnegardamda
menyelesaikan perkara perceraian karena suami whimukgenjara,
dalam hal ini difokuskan pada putusan Hakim PengadAgama

Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian sknipsnaka
penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lab, sebagai
berikut:
Bab I: Dalam bab ini berisi pendahuluan untuk pemgérkan

pembahasan pembahasan skripsi secara menyelumnuljspmemaparkan

19 Sudarwan DanimMenjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002,
him. 41
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tentang latar belakang masalah, rumusan masalalantpenelitian, telaah
pustaka, metodologi penelitian dan sistematika lxgaruskripsi.

Bab II: Berisi tentang ketentuan perceraian melipgngertian,
alasan perceraian, macam-macam perceraian, hukwgergean, rukun dan
syarat perceraian, alasan perceraian dan terakdnaparkan perceraian
karena suami dipenjara.

Bab Ill: Berisi tentang putusan Pengadilan Agamaj&aegara
No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perceraian lamsmami dihukum
penjara. Dalam bab ini penulis membahas sekilaarignPA Banjarnegara
antara lain sejarah, dasar hukum PA, kompetensiviRAmisi dan struktur
organisasi. Deskripsi putusan PA Banjarnegara 848/Pdt.G/2011/PA.Ba
tentang perceraian karena suami dihukum penjara. teeakhir adalah
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 164&8#2011/PA.Ba
tentang perceraian karena suami dihukum penjara.

Bab IV: Berisi hasil-hasil penelitian dan analdigiutusan PA
Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentangepaian karena suami
dihukum penjara. Kemudian analisis pertimbanganitrdakas putusan PA
Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentangepaian karena suami
dihukum penjara.

Bab V: Merupakan bab penutup, penulis mengemukakan
kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhdal ini dimaksud
sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah glahgdikemukakan

dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan penut



